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ABSTRAK 

M. AGUS SUPRIYANTO, 1861001068 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SINERGITAS MEDIA 
SOSIAL APARATUR NEGARA DI KEMENTERIAN 
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN RI 
 
136 Halaman, 5 Bab, 2 Tabel, 17 Gambar, 6 Lampiran 
Daftar Pustaka : 26 Buku, 8 Peraturan 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh pada implementasi kebijakan sinergitas media sosial 
aparatur Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 
Keamanan RI dengan memperhatikan aspek-aspek dalam implementasi 
kebijakan menurut George Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, 
Disposisi dan Struktur Birokrasi. 

 
Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang 

menguraikan dan menafsirkan permasalahan secara lebih mendalam 
melalui teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dan telaah 
dokumen. Wawancara dilakukan pada 8 (delapan) orang key informant, 
telaah dokumen difokuskan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan 
pelaksanaan sinergitas media sosial aparatur Negara, baik peraturan yang 
berkaitan dengan media sosial. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa dari aspek-aspek yang menjadi penelitian 
yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih 
belum berjalan secara optimal. Masih adanya kendala yang terjadi pada 
implementasi kebijakan sinergitas media sosial media sosial aparatur 
negara di Kemenko Polhukam. 

 
Disarankan untuk aspek komunikasi agar sosialisasi terus 

dilaksanakan supaya aparatur negara bisa mengetahui pentingnya 
peranan mereka dalam mengkonter informasi negative/hoax; aspek 
sumberdaya berupa perlunya dukungan sarana dan prasarana serta 
dukungan anggaran bagi tim Siman; aspek disposisi berupa perlu 
adanya aturan yang tegas terkait keharusan aparatur negara dalam 
memberikan konter terhadap berita negatif; struktur birokrasi berupa 
perlunya menggunakan teknologi virtual tidak harus rapat koordinasi 
secara fisik guna mempercepat pengambilan keputusan. 
 
Kata Kunci : Implementasi, komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur 
birokrasi 

 



viii 
 

ABSTRAC 

M. AGUS SUPRIYANTO, 1861001068 
DETERMINING FACTORS ON THE POLICY IMPLEMENTATION OF 
THE SOCIAL MEDIA SYNERGY OF STATE APPARATUS AT THE 
COORDINATING MINISTRY OF POLITICAL, LEGAL AND SECURITY 
AFFAIRS OF THE REPUBLIC INDONESIA 
 
136 Page, 5 Chapter, 2 Tables, 17 Pictures, 6 Attachments 
Bibliography : 26 Books, 8 Rules 

 

This research was conducted to determine factors on the policy 
implementation of social media synergy of state apparatus at the 
Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs of the 
Republik of The Republic Indonesia by paying attention to aspects in 
policy implementation according to Georfe Edward III, namely 
Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. 

 
The research methodology is carried out by qualitative research 

methods that describe and interpret the problem in more depth through 
data collection techniques with interview methods and document review. 
Interviews were conducted on 8 (eight) key informants, document review 
was focused on documents related to the implementation of social media 
synergy among state apparatus, both regulations related to social media. 

 
The results show that in general the authors can conclude that from 

the aspects that become research, namely communication, resources, 
dispositions and bureaucratic structures are still not running optimally. 
There are still problems that occur in the policy implementation of social 
media synergy of state apparatus at the Coordinating Ministry for Political, 
Legal and Security Affairs. 

 
Suggested for the for the communication aspect to continue 

socialization so that state apparatus can find out the importance of their 
role in counter negative information/ hoaxes; resource aspects in the form 
of the need for support for facilities and infrastructure as well as budget 
support for the SIMAN team; the disposition aspect in the form of the 
need for strict rules regarding the obligation of the state apparaturs to 
provide the counter for negative news; bureaucratic structures in the 
form of the need to use virtual technology do not have to physically 
coordinate meetings to speed up decision making. 

 
Keywords : Implementation, communication, resources, disposition, 
bureaucratic structure 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan 

komunikasi mempercepat perubahan lingkungan global dan regional. 

Dunia seolah-olah tanpa batas, dimana dalam sekejap setiap peristiwa 

yang terjadi di suatu daerah maupun negara dapat diketahui oleh daerah 

ataupun negara di belahan dunia lainnya. Teknologi informasi dan 

komunikasi juga berpengaruh terhadap kultur Birokrasi pemerintahan. Hal 

ini menuntut agar Birokrasi pemerintahan harus senantiasa menyesuaikan 

diri agar dapat mengikuti perkembangan dinamika tuntutan masyarakat.  

Salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat 

ini dan berkembang cukup cepat yakni media sosial. Saat ini media sosial 

merupakan media komunikasi yang efektif, tranparasi dan efisien serta 

memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. 

Penggunaan media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses 

peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern, 

khususnya untuk mentransfer informasi pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah kepada masyarakatnya. Sebaliknya masyarakat dapat 

menyampaikan informasi langsung kepada pemerintah tentang berbagai 

hal terkait dengan pelayanan yang diterima.  
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Munculnya media sosial di dunia dimulai dengan 

munculnya Friendster pada tahun 2002 yang merupakan aplikasi untuk 

membangun relasi pertemanan dunia maya dengan cakupan yang luas 

yakni seluruh dunia. Setelah munculnya Friendster, media sosial yang 

selanjutnya adalah Linkendin sebuah situs yang membagikan pengalaman 

mengenai dunia bisnis dan pekerjaan yang didirikan pada tahun yang 

sama. Selanjutnya pada tahun 2003 situs MySpace didirikan, berfokus 

pada orientasi music seseorang, MySpace menjadi situs jejaring yang 

dapat digunakan untuk bertukar pesan/chatting, mengunggah lagu/video 

dan menyediakan layanan pemasangan genre music khusus pada 

halaman profil.  

Pada tahun 2004 muncullah Flickr yakni situs yang memberi ruang 

penggunaanya untuk mengunggah foto-foto dan video yang menarik dan 

dapat dibagikan kepada anggota di dalam situs tersebut. Masih pada 

tahun yang sama kemunculan Facebook sebagai media sosial yang 

memfasilitasi kita untuk bertukar pesan pribadi maupun grup baik gambar 

maupun video. Dalam Facebook kita juga dapat mengirimkan permintaan 

teman kepada seluruh pengguna situs tersebut di dunia. 

Pada tahun 2006 muncul Twitter, situs tersebut merupakan jejaring 

sosial yang memampukan kita untuk mengikuti (follow) pengguna lain 

untuk dapat mengikuti postingan yang mereka buat.  Pada 

tahun 2010 Instagram muncul sebagai situs jejaring sosial yang memberi 
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fasilitas untuk mengedit foto maupun video lalu mengunggahnya. Interaksi 

yang dibangun pada situs ini dapat berupa tombol suka (like), kolom 

komentar dan pengiriman pesan melalui Direct Message (DM).  

Pada tahun 2011 muncul Line, berbeda dengan situs jejaring sosial 

yang lain, Line berfokus kepada pengguna aplikasi untuk saling bertukar 

pesan. System penambahan pertemanan di Line dapat ditemukan dengan 

menggunakan system add menggunakan username/id.  Pada tahun yang 

sama, Snapchat merupakan situs jejaring sosial yang memfasilitasi para 

pengguna untuk bertukar pesan dengan medium foto yang dapat diedit 

seperti memasukkan teks pesan dan menggunakan fitur efek pada foto. 

Kemudian muncul juga Google+ yang merupakan situs dalam jaringan 

yang memiliki fitur-fitur didalamnya yang dapat digunakan untuk 

berinteraksi.  

Kemudian di Indonesia media sosial mulai muncul pada tahun 2002 

dengan hadirnya Friendster yang menjadi situs jejaring sosial 

yang booming dikalangan remaja pada saat itu sempat memposisikan 

Indonesia sebagai pengguna Friendster paling banyak ke 3 di 

dunia.  Friendster digunakan penggunanya untuk berkenalan via dunia 

maya dan sebagai sarana untuk bertukar pesan. Setelah itu 

Facebook  muncul pada tahun 2004 namun pamor Facebook di Indonesia 

naik daun pada tahun 2008 dan mulai menggeser Friendster sebagai 

sarana berkenalan via dunia maya. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh 
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Facebook juga jauh lebih beragam seperti terdapat aplikasi games di 

dalamnya. 

Pada tahun 2009 Twitter muncul sebagai situs jejaring sosial yang 

lebih simple dengan berfokus kepada penyajian timeline yang berisi status 

orang-orang yang kita ikuti disertai kolom komentar, kolom retweet/ 

like. Situs ini juga dapat menjadi medium pertukaran pesan melalui Direct 

Message namun kita tidak bisa melihat pengguna yang online. Pada tahun 

ini juga muncul aplikasi Whatsapp namun pada saat itu belum diminati 

oleh masyarakat.  

Selanjutnya pada tahun 2010 Instagram menjadi situs jejaring sosial 

di Indonesia yang diminati. Situs ini berfokus pada aktualisasi diri melalui 

foto dan video yang dapat diedit. Interaksi pada situs ini dapat diwujudkan 

melalui tombol like, berkomentar pada kolom komentar maupun 

mengirimkan pesan kepada pengguna lain.  Pada tahun 2011 muncul Line 

yang digunakan sebagai medium untuk bertukar pesan sehari-hari, situs 

jejaring sosial ini berfokus kepada pertukaran pesan baik kelompok 

maupun perindividu dengan individu lainnya. Selain pertukaran pesan, 

Line juga dilengkapi dengan fitur timeline dan beberapa fitur yang lain 

seperti games. Para pengguna dapat saling menambahkan teman dengan 

menggunakan fitur add friend. 

Snapchat juga muncul di Indonesia pada tahun yang sama yakni 

2011, aplikasi ini diminati karena berbeda dengan aplikasi pertukaran 

pesan lainnya yang menggunakan teks, aplikasi ini berfokus kepada visual 
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baik foto maupun video yang disertai dengan efek-efek gambar, suara 

maupun teks yang dapat dimasukan di dalamnya. Para pengguna dapat 

menyebarkanya kepada khalayak publiknya yakni orang-orang yang 

mengikutinya atau mengirimnya secara pribadi kepada akun lainnya. 

Dengan banyaknya media sosial yang ada sekarang, akses terhadap 

media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. 

Itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan 

dan akses pengetahuan. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin 

canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti 

menghadirkan dunia dalam genggaman. 

Media sosial mempunyai peranan strategis selain sebagai 

transformasi informasi, media sosial juga dapat menjadi sarana 

komunikasi antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan 

pemerintah dalam menyampaikan keluhan maupun menyampaikan 

berbagai aspirasi. Informasi-informasi terkait keberhasilan pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah perlu disampaikan kepada masyakat 

sehingga masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah selama ini, 

sehingga media yang efektif guna penyampaian informasi terkait hal 

tersebut adalah melalui media sosial. Banyaknya media online dan media 

sosial yang menawarkan berbagai akses kemudahan akan lebih efektif 

dan bermanfaat bila dijadikan sebagai wadah dalam memberikan 

masukan, kritik maupun saran dalam pembangunan. Disisi lain perlu 

adanya dorongan kepada semua lapisan masyarakat agar memiliki etika 
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bagaimana memanfaatkan media sosial. Banyak sekali pengguna media 

sosial yang memanfaatkan media ini untuk hal-hal yang sifatnya negatif 

dan dapat merugikan semua pihak, baik itu pemerintah maupun 

masyarakat itu sendiri.  

Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini 

adalah banyaknya hoax yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar pun 

tidak bisa bedakan mana berita yang benar, advertorial dan hoax. 

Penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan 

berdampak pada hukum dan informasi hoax-pun telah memecah belah 

publik sehingga hal ini bisa memberikan dampak negative terhadap 

masyarakat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social yang 

bekerjasama dengan Hootsuite, menyebutkan bahwa ada 150 juta orang 

Indonesia yang terbilang aktif di media sosial (medsos).  Laporan We Are 

Social mengungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 265,4 

juta jiwa, sedangkan pengguna internetnya setengah dari populasi, yakni 

sebesar 150 juta.  Bila dilihat dari jumlah pengguna internetnya, maka bisa 

dibilang seluruh pengguna internet di Indonesia sudah mengakses media 

sosial. We Are Social mengatakan 150 juta pengguna internet, 150 juta 

diantaranya pengguna aktif di medsos dengan penetrasi 56%. 
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Gambar 1.1. pengguna media sosial di Indonesia 
Sumber : https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/ 

 

Gambar 1.2. Media sosial yang sering diakses 
Sumber : https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/ 

https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/
https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/
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Dinamika arus informasi terdapat penyaluran informasi dari pihak 

pembuat hoax yang bertujuan menimbulkan keresahan dan konflik di 

masyarakat, maka pemerintah dengan segenap aparatur negara wajib 

mengambil langkah-langkah yang perlu dalam penyelenggaraan 

pelayanan informasi publik guna menjamin stabilitas dan keamanan 

negara mencapai kepentingan nasional. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI menyampaikan bahwa 

selama tahun 2018-April 2019 total ada 1.731 hoax, hoax meningkat 

menjelang gelaran pencoblosan Pemilu pada 17 April 2019. Adapun 

kategori konten hoax yang berhasil diindetifikasi Kominfo sepanjang 

Agustus 2018-April 2019.  

Kategori Jumlah 

Politik 620 hoax 

Pemerintahan 210 hoax 

Kesehatan 200 hoax 

Fitnah 159 hoax 

Kejahatan 113 hoax 

Tabel 1.1. Kategori Konten Hoax 
sumber: www.detiknews.com 

Guna menindaklanjuti dinamika arus informasi yang dapat 

menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang dapat menggangu 

stabilitas dan keamanan nasional maka pemerintah membentuk Tim 

Sinergi Media Sosial Aparatur Negara melalui Keputusan Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 58 Tahun 2017 

tentang Tim Sinergi  Media Sosial Aparatur Negara Tahun 2017,  dirubah 

http://www.detiknews.com/
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dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tim Sinergi  Media Sosial 

Aparatur Negara Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tim Sinergi  

Media Sosial Aparatur Negara Tahun 2019. Tim ini berada di Kantor 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamananan dengan 

anggota gabungan dari berbagai instansi pemerintah.  

Seiring dengan berjalannya kebijakan tersebut, dalam 

implementasinya masih terdapat kendala diantaranya : 

1. Belum adanya regulasi yang mengatur aparatur Negara dalam 

menggunakan media sosial. 

2. Kurangnya ketersediaan sumberdaya yang memadai baik berupa 

sumber daya anggaran, sarana dan prasarana bagi Tim Sinergitas 

Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN). 

3. Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan counter 

terhadap hoax yang ada di Media Sosial padahal Kebijakan 

Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara sudah disosialisasikan di 

intern Kemenko Polhukam, ketika ada berita yang dikeluarkan oleh 

Kemenko Polhukam, masih sedikit personel yang melakukan 

like/share berita tersebut. 

4. Akun media sosial aparatur negara bersifat pribadi sehingga aparatur 

enggan/kurang dalam melakukan konter terhadap informasi negatif 
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dan bahkan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang justru membuat 

narasi negatif. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Narasi negatif di facebook  

Dari permasalahan di atas, dapat digambarkan bahwa implementasi 

kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara (SIMAN) belum 

dapat berjalan dengan baik, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan tentang Sinergitas Media Sosial Aparatur  Negara (SIMAN) di 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 

 

B. Fokus  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

yang menjadi fokus permasalahan adalah: bagaimana faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam implementasi kebijakan sinergitas media sosial 

aparatur negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan ? 
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C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-

faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan sinergitas media 

sosial aparatur negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum 

dan Keamanan. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat untuk dunia akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam 

pengembangan Ilmu Kebijakan Pembangunan, khususnya terkait dengan 

perkembangan studi tentang implementasi kebijakan dalam ruang lingkup 

yang lebih luas dimasa yang akan datang.  

 

b. Manfaat untuk dunia praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam rangka 

mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan sinergitas media sosial 

aparatur negara dalam hal ini Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor  58 Tahun 2017,  dirubah dengan 

Kepmenko Polhukam Nomor 10 Tahun 2018 serta Kepmenko Polhukam 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tim Sinergi  Media Sosial Aparatur Negara 

dilihat dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur 

Birokrasi.  



BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian analisa data hasil penelitian yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat dibuat beberapa kesimpulan 

sebagai alternatif jawaban atas fokus permasalahan dan pertanyaan 

penelitian. 

Secara umum penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-

faktor berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi 

berpengaruh dalam implementasi kebijakan sinergitas media sosial 

aparatur negara walaupun belum berjalan secara optimal. Masih adanya 

kendala yang terjadi pada implementasi kebijakan sinergitas media sosial 

media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam.  

Adapun hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek Komunikasi  

Suatu kebijakan sebelum diimplementasikan harus dikomunikasikan 

terlebih dahulu kepada semua pihak yang akan melaksanakan kebijakan 

dan yang akan dijadikan objek daripada kebijakan tersebut. Begitu pula 

halnya kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di 

Kemenko Polhukam sebelum diimplementasikan harus dilakukan 

sosialisasi kepada pelaksana dan pegawai sebagai sasaran kebijakan 

secara jelas dan intensif.   
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam 

implementasi kebijakan tentang  sinergitas media sosial aparatur negara 

di Kemenko Polhukam  belum berjalan dengan optimal hal ini dilihat dari 

kenyataannya bahwa dalam hal bagaimana mengerahkan aparatur 

negara dalam mengkonter informasi negative/ujaran kebencian/hoax 

belum optimal, bahkan masih ada aparatur sendiri yang sering membuat 

narasi negatif kepada pemerintah baik melalui whatshaap ataupun 

facebook, sehingga faktor komunikasi berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan tentang  sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko 

Polhukam. 

2. Aspek Sumber Daya 

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sumberdaya 

memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan kebijakan 

tersebut, oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus 

didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sarana dan 

prasarana yang memadai begitupula dengan dukungan anggaran yang 

disediakan memadai. Tidak terkecuali dalam mengimplementasikan 

kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko 

Polhukam.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sumberdaya dalam 

implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di 

Kemenko Polhukam belum berjalan dengan optimal hal ini berdasarkan 

bawha sumber daya peralatan dan anggaran masih belum ada dimana 
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peralatan masih menggunakan fasilitas anggota Siman dan anggaran 

masing menggunakan anggaran pada Deputi Bidkoor Komunikasi dan 

Aparatur Kemenko Polhukam. Dengan demikian faktor sumberdaya 

berpengaruh terhadap mengimplementasikan kebijakan tentang sinergitas 

media sosial aparatur negara di Kemenko Polhukam. 

3. Disposisi 

Suatu kebijakan akan berhasil dengan baik dalam implementasinya 

apabila didukung oleh personel pelaksana, perilaku pelaksana yang positif 

dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan serta 

komitmen pelaksana dalam bekerja sangat tinggi. Demikian pula dengan 

implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di 

Kemenko Polhukam akan berhasil dengan baik dalam implementasinya 

jika didukung oleh pelaksana, komitmen pelaksana dalam 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi dalam 

implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di 

Kemenko Polhukam menunjukkan belum berjalan dengan optimal hal ini 

didasarkan bahwa komitmen dari para pelaksana kebijakan masih kurang 

hal ini sesuai dengan pelaksanaan dilapangan baru sedikit aparatur yang 

melakukan konter terhadap informasi negative/ujaran kebencian/hoax. 

Dengan demikian faktor disposisi berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur negara di Kemenko 

Polhukam. 
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4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan 

yang sangat penting, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, 

pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi. Tidak bedanya 

dengan implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur 

negara di Kemenko Polhukam khususnya dalam koordinasi antar instansi 

harus dilakukan dengan baik.  

Memperhatikan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur 

birokrasi dalam implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial 

aparatur negara di Kemenko Polhukam menunjukkan belum berjalan 

dengan optimal hal ini didasarkan bahwa  koordinasi dalam rangka 

menangani suatu masalah memerlukan waktu karena dilaksanakan 

melalui rapat koordinasi dimana keanggotan tim terdiri dari K/L lain, 

sehingga menjadi kendala waktu dalam mengambil keputusan yang 

dibutuhkan secara cepat, sehingga faktor struktur birokrasi berpengaruh 

terhadap implementasi kebijakan tentang sinergitas media sosial aparatur 

negara di Kemenko Polhukam..  

 

B. Saran  

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berusaha memberikan 

pertimbangan saran, di antaranya adalah : 

1. Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara agar tetap 

melaksanakan sosialisasi supaya aparatur negara bisa mengetahui 
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pentingnya peranan dari mereka dalam membendung informasi 

negative/ujaran kebencian/hoax yang beredar di media sosial. 

2. Deputi Bidkoor Komunikasi dan Aparatur Kemenko Polhukam 

sebagai Leading Sector agar menyusun kebutuhan anggaran Tim 

Sinergitas Media Sosial agar bisa diakomodir anggarannya dan 

memintakan sarana dan prasarana kepada Sesmenko Polhukam 

bagi tim sinergitas media sosial aparatur Negara berupa ruang 

sekretariat yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai  

3. Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara agar membuat aturan 

terkait aparatur negara supaya memberikan konter terhadap berita 

negatif, hoax dengan menshare/like berita/meme yang dikeluarkan 

oleh Tim Siman/Instansi Pemerintah untuk menangkal berita 

negatif/hoax beredar. 

4. Tim Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara dalam berkoordinasi 

menangani suatu masalah agar menggunakan teknologi virtual tidak 

harus rapat koordinasi secara fisik guna mempercepat pengambilan 

keputusan.  
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